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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling adanya berhubungan. Interaksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Hal ini disebakan kedua belah pihak saling terikat karenanya dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Kecenderungan suatu penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak kerja sama, pinjam-meminjam, jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak sepintas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penyelesaian melalui jalur pidana.

Tindak Pidana (delicten) adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2 yaitu delik

biasa dan delik aduan (klachtdelicten). Bahwa terhadap pelaporan perkara delik biasa pada dasarnya tidak dapat dilakukan pecabutan laporan terhadap perkara yang telah masuk dan diproses oleh pihak kepolisian. Bahwa aduan hanya bisa dicabut dalam hal perkara tersebut masuk delik aduan, adapun jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan setelah pelaporan dilakukan (lihat Pasal 75 KUHP). Dalam hal ini penipuan masuk dalam hal jenis delik biasa, jadi artinya secara otomatis terhadap pelaporan yang telah masuk tidak bisa dicabut kembali. Namun bisa menjadi delik aduan relatif bilamana peristiwa pidana dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 376, lalu menjadi delik aduan. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu.

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (characteristic of fraud has always strated with a contractual relationship). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu perbuatan wanprestasi, tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang  lain atau korban. Hal ini merupakan penipuan Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.
.

Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakan hukum; serta

3. Memberikan perlindungan penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagai alat negara yang bertugas untuk melaksanakan fungsi negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dibentuklah suatu badan atau organisasi pemerintahan. Susunan organisasi dan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Didalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana kedudukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok penegakan hukum berada dibawah Kapolri. Ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 bahwa Bareskrim bertugas:

1. Membantu Kapolri untuk membina;

2. Mengadakan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana;

3. Pengendalian penyelidikan;

4. Pengawasan;

5. Penyelenggaraan identifikasi; dan

6. Laboratorium forensik dalam rangka menegakkan hukum serta pengelolaan terhadap informasi kriminal nasional.

Selanjutnya dalam tugasnya, Polri sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak dan akhirnya permasalahan muncul kasus penipuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”
B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana penipuan diatur dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku ?

2. Bagaimana peran reserse kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang?

3. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi reskrim sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang ?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan diatur dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku

2. Untuk mengetahui peran reskrim dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan serta solusi reserse kriminal sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dan pendapat hukum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran reserse kriminal dalam tindak pidana penipuan dan penipuan yang kerap terjadi dimasyarakat.

2. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Secara Praktis
1. Bagi Mahasiswa

a. Membantu Masyarakat untuk mengetahui apa peran reskrim dalam menangani suatu tindak pidana penipuan serta hambatan-hambatan yang sering dijumpai penyidik dilapangan.

b. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini ditelah didapatkan dari pendidikan formal dan pendidikan non formal.

c. Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terhadap sistem kerja kepolisan di bagian reserse tentang bagaimana peran reskrim dalam tindak pidana penipuan.
E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis disini artinya bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah – kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan –peraturan hukum positif, serta badan – badan hukum lainnya, segi sosiologisnya untuk mengetahui peran reskrim dalam menangani tindak pidana penipuan.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesiifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang disajikan deskriptif mengenai peran reskrim dalam menangani tindak pidana penipuan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan melalui interview dan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahuan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Interview adalah merupakan salah satu dalam pengumpulan data untuk dapat memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Adapun proses interview akan dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan narasumbernya. Dalam proses wawancara interview akan mengajukan beberapa pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepada Peran Reserse mengenai suatu tindak pidana. Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
4. Sember Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data tersebut diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, maka sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.
 Dalam sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun penelitian ini. Peraturan perundang – undangan yang digunakan antara lain :

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

5) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

6) Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 21 tahun 2010 tentang Restrukturisasi Organisasi Kepolisian

8) Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada  di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, agar diperoleh data deskriptif serta analis dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis untuk mencapai kejelasan mengenai peran reskrim dalam mengenai suatu tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setelah bahan data primer dan sekunder terkumpul kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan guna menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.
7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian  yang dipilih oleh penulis untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Polrestabes Semarang Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.
8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini merupakan uraian pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, unsur penipuan dalam hukum pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, dasar hukum reserse kriminal, kedudukan reskrim sebagai organ, dari segi historis, dari organ saat ini (tinjauan yuridis), tugas pokok reskrim, fungsi reskrim, wewenang reskrim, dasar-dasar proses penyidikan tindak pidana, pengertian-pengertian (Pasal 1 KUHAP), proses atau tahapan pemeriksaan perkara pidana, prinsip-prinsip dalam penyelidikan dan penyidikan, diketahuinya suatu tindak pidana, dasar dilakukan penyidikan, pentahapan proses penyidikan, kewenengan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penipuan dalam perspektif islam.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada  bab ini berisi tentang  permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana tindak penipuan diatur dalam Hukum Pidana Positif yang saat ini berlaku, bagaimana peran reskrim dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang, dan hambatan-hambatan dan solusi reserse sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisikan daftar pustaka, kesimpulan dan saran.
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